BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Pemilu Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagian VII B
Pasal 22 E (5), “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan
Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Menurut Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. KPU
Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017 pasal 18 huruf (j) mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota
kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018
tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.Sosialisasi
Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program
Penyelenggaraan Pemilu. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian
informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan
kesadaran Pemilih tentang Pemilu.

Dalam peraturan KPU Pasal 17 ayat 1 Sebagai upaya meningkatkan
Partisipasi Masyarakat, KPU mempunyai tanggung jawab mendorong Partisipasi

Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih, memberikan informasi
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan
kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam
Pemilu.

Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik yang mana
menurut Yusuf (2010:13), adalah membentuk dan menumbuhkan kepribadian
politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik
menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat.
Pendidikan politik memang tugas seluruh masyarakat, termasuk lembaga
pendidikan dan keluarga.

Pendidikan politik adalah proses belajar dan memahami hak, kewajiban

dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. KPU dan partai-partai politik bertanggung jawab untuk
memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan
ruang lingkup tanggung jawab KPU dengan memperhatikan kesetaraan-
kesetaraan jender dengan tujuan: a) Untuk meningkatkan kesadaran akan

hak dan kewajiban masyarakat dalam masyarakat, bangsa dan negara; b)

Untuk Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara; ¢) Meningkatkan kemandirian,

kedewasaan, dan pembentukan karakter bangsa untuk menjaga kesatuan
bangsa; dan d) Untuk membangun etika dan budaya politik berdasarkan

Pancasila (Pebriyenni dkk 2018:104).

Kabupaten Solok tentu saja menyelenggarakan Pemilu yang dianggap
demokratis mulai dari Pemilu Legislatif, DPD, Pemilu Presiden, Pemilihan
Kepala Daerah, oleh sebab itu Pemilu menjadi sesuatu yang sudah jamak bagi
kehidupan politik di Kabupaten Solok, masalahnya apakah intensitas yang cukup

tinggi dalam Pemilu tersebut berdampak terhadap kualitas Pemilu atau demokrasi

itu sendiri atau sebaliknya mengalami penurunan kualitas.
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Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Solok untuk Pemilu April

2019
KECAMATAN DPT

Bukit Sundi 18.743
Danau Kembar 16.369
Gunung Talang 36.005
Hiliran Gumanti 13.204
Sungai Lasi 7.826
Junjung Sirih 9.572
Kubung 43.226
Lembah Gumanti 45.666
Lembang Jaya 23.426.
Pantai Cermin 16.072
Payung Sekaki 6.700
Tigo Lurah 7.599
IX Koto Singkarak 23.360
X Koto Diatas 14.134

Total 281.902

Sumber: KPU Kabupaten Solok
Kabupaten Solok memiliki luas wilayah 373.800 kilometer persegi dengan

jumlah penduduk sebesar 368.692 jiwa yang tersebar di 14 Kecamatan, 74 Nagari,
Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di wilayah
setempat sebanyak 281.902 jiwa. Terdiri dari 139.896 laki-laki dan 142.006
perempuan, dan 1.314 Tempat Pemungutan Suara (TPS), Sehingga Daftar Pemilih
Tetap (DPT) di Kabupaten Solok untuk Pemilu 2019 berjumlah 281.902 pemilih.
Pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Solok terbagi
atas 4 Daerah Pemilihan (DAPIL) dengan dapil 1 Kecamatan Gunung Talang,
Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kecamatan Kubung, Dapil 2 Kecamatan X Koto
Singkarak, X Koto Diatas, Junjung Sirih, Dapil 3 Payung Sekaki, Lembang Jaya,
Bukit Sundi, Tigo Lurah, Danau Kembar, dan Dapil 4 Pantai Cermin, Lembah

Gumanti, Hiliran Gumanti.
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Daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah

Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Solok diikuti

oleh 16 partai, dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Partai politik Jumlah
Partai Kebangkitan Bangsa 15 orang
Partai Gerakan Indonesia Raya 35 orang
Partai Demokrasi Indonesia 32 orang
Perjuanagan

Partai Golkar 35 orang
Partai Nasdem 35 orang
Partai Gerakan Perubahan Indonesia 0 orang
Partai Berkarya 34 orang
Partai Keadilan Sejahtera 35 orang
Partai Persatuan Indonesia 26 orang
Partai Pesatuan Pembangunan 35 orang
Partai Solidaritas Indonesia 28 orang
Partai Amanat Nasional 35 orang
Partai Hati Nurani Rakyat 35 orang
Partai Demokrat 35 orang
Partai Bulan Bintang 34 orang
Partai Keadilan Dan Persatuan 17 orang
Indonesia

Total 466 orang

Sumber: KPU Kabupaten Solok

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Komisionir Devisi sosialisasi

KPU Kabupaten Solok Bapak Jons Manedi S.Pd, Senin 3 Desember 2018

menyatakan bahwa:

“Jumlah DPT untuk Pemilu 2019 mengalami peningkatan. Seiring
bertambahnya penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) di
Kabupaten Solok mengingat peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2018
tentang persyaratan pendaftaran pemilih harus memiliki Kartu Tanda
Penduduk elektronik (KTP-el). Jika dibandingkan dengan jumlah DPT
untuk Pemilu Legislatif 2014, jumlah pemilih untuk Pemilu 2019
mengalami peningkatan dari sebelumnya berjumlah 265.560 pemilih. KPU
Kabupaten Solok Sumatera Barat (Sumbar), menargetkan partisipasi
pemilih pada Pemilu 2019 ini mampu melebihi atau setara dengan target
nasional, yakni 77,5%. Pemilihan Presiden bisa mempengaruhi tingkat
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partisipasi namun untuk meningkatkan partisipasi pemilih tidak terlepas

dari dukungan beberapa pihak baik itu dari KPU, Pemerintah Daerah, dan

masyarakat itu sendiri. Menurutnya tercapai atau tidaknya target
partisipasi pada Pemilu 2019 tidak terlepas dari eksistensi KPU itu sendiri.

Untuk itu KPU terus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan

pentingnya menyalurkan hak suaranya pada 17 April 2019. Upaya untuk

menggaet partisipasi masyarakat, KPU menggelar sosialisasi-sosialisasi ke
kecamatan-kecamatan, disertai dengan senam massal seperti di Kecamatan

Bukit Sundi”

Dalam sosialisasi KPU menemui beberapa kendala yaitu penggunaan
media massa untuk sosialisasi dibatasi oleh anggaran, terlalu banyak biaya untuk
media massa. Jumlah personil KPU Kabupaten Solok yang terbatas menyebabkan
dalam sosialisasi KPU belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat yang
berada di beberapa daerah di Kabupaten Solok. Serta kurangnya respon
masyarakat dalam sosialisasi. Sebagian masyarakat yang terlibat dalam proses
pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok
kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih. Masih
terdapat banyak masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi
mereka dalam memilih, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat
Pemilu.

Pesan-pesan dalam sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara

menarik, informatif, sederhana, dan mudah dimengerti. Sosialisasi media

dapat dilakukan dalam bentuk simulasi voting, atau dengan menempatkan
pengumuman layanan publik di media cetak dan elektronik, iklan luar

ruang (di luar rumah) dengan spanduk dan billboard di tempat-tempat
strategis, distribusi brosur, stiker, dan sebagainya (Maslekah,2016:38).

Dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
KPU Kabupaten Solok melaksanakan program kursus kepemiluan dalam rangka

kegiatan pendidikan pemilih, kemudian adanya program Rumah Pintar Pemilu
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(RPP) guna meningkatkan partisipasi pemilih baik kualitas maupun kuantitas

pemilihan.

Rumah pintar sebagai pusat informasi Pemilu dengan mendidik
masyarakat  tentang  pentingnya  pemilthan dan  demokrasi,
memperkenalkan nilai-nilai dasar Pemilu demokratis. Rumah Pintar
Pemilu ini bisa digunakan menjadi tempat diskusi maupun studi tentang
berdemokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Tujuan akhirnya tentu
mampu meningkatkan jumah partisipasi pemilih, terutama dari kalangan
pemilih pemula yang saat ini belum begitu tertarik tentang berdemokrasi
yang baik. Rumah demokrasi ini juga sebagai pusat diskusi dan simulasi
Pemilu (Pedoman Rumah Pintar http://www.kpu.go.id diakses tanggal 20
November 2018)

Dengan demikian maka KPU Kabupaten Solok dalam upaya untuk

meningkatkan partisipasi politik masyarakat tentu harus menentukan upaya

sosialisasi yang disesuaikan dengan karateristik masyarakat setempat, sehingga

dapat terbina sinergitas antara KPU dengan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelitian

dengan judul Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam

Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Solok.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah

sebagai berikut:

1.

Jumlah personil KPU Kabupaten Solok yang terbatas sehingga
menyebabkan sosialisasi KPU belum dapat menjangkau keseluruhan
masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Solok

Kurangnya respon masyarakat dalam sosialisasi penyelenggaraan

pemilu
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3. Masih terdapat banyak masyarakat yang tidak mengetahui betapa
pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu
4. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu.
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan mengingat luasnya ruang lingkup
permasalahan serta kemampuan yang terbatas ,untuk lebih terarah dan
terfokusnya, maka penelitian ini peneliti membatasi masalah sebagai berikut:
1. Kurangnya respon masyarakat dalam sosialisasi penyelenggaraan
Pemilu
2. Masih terdapat banyak masyarakat yang tidak mengetahui betapa
pentingnya partisipasi mereka dalam Pemilu
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dari penelitian
adalah:
1. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan respon
dan pengetahuan masyarakat mengenai Pemilu 2019?
2. Apa kendala yang ditemui KPU Kabupaten Solok dalam melaksanakan
sosialisasi pemilu 2019
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah:
1. Untuk mengetahui upaya KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan

respon dan pengetahuan masyarakat mengenai Pemilu 2019

UNIVERSITAS BUNG HATTA



2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui KPU Kabupaten Solok dalam
melaksanakan sosialisasi pemilu 2019
F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

1) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi
peneliti tentang tugas dan wewenang KPU dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat di Kabupaten Solok

2) Mahasiswa atau peneliti selanjutnya, penulis berharap penelitian ini
dapat menambah bahan referensi dalam membahas lebih dalam
tentang tugas dan wewenang KPU.

2. Manfaat Praktis

Bagi perguruan tinggi sebagai informasi untuk menambah
literatur dalam memperluas pola pikir ilmiah dalam penulisan karya

ilmiah mengenai tugas dan wewenang KPU.
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